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 Abstract: Teachers hold a strategic role in fostering a 
high-quality education system in Indonesia. Through Law 
Number 14 of 2005 on Teachers and Lecturers and Law 
Number 20 of 2003 on the National Education System, 
the government has demonstrated its commitment to 
ensuring teachers’ welfare, legal protection, and 
opportunities for professional development. However, the 
practical implementation of these fundamental rights 
often falls short, particularly for non-civil servant 
teachers and those serving in remote areas. Significant 
gaps persist between the normative provisions and the 
realities on the ground, especially regarding welfare, 
legal protection, and professional development 
opportunities. This study employs a qualitative 
methodology with a juridical-normative approach to 
evaluate the effectiveness of implementing justice 
principles for teachers in Indonesia. Data were gathered 
through interviews and document analysis. The findings 
reveal notable disparities in the realization of justice 
principles, primarily driven by limited regional budgets, 
low levels of legal literacy, and insufficient governmental 
support. The study recommends increasing budget 
allocations, enhancing awareness of teachers' legal 
rights, and implementing stricter oversight mechanisms 
to ensure policy compliance. This research provides an in-
depth analysis of the challenges faced by teachers in 
accessing their rights and highlights the urgent need for 
more equitable policies to improve the welfare and 
protection of the teaching profession. 
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PENDAHULUAN  

Guru memiliki peran strategis dalam membangun sistem pendidikan yang baik. 
Sebagai penggerak utama dalam dunia pendidikan, guru diharapkan dapat membangun 
kepribadian, keterampilan, dan kemampuan siswa yang siap menghadapi tantangan masa 
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depan. Mengingat tanggung jawab besar yang diemban oleh para guru, tugas ini pasti berat 
(Darmawan:2020). Perundang-undangan Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 14 Tahun 
2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional, menghargai peran guru. Kedua undang-undang tersebut menetapkan 
bahwa guru harus memiliki hak-hak dasar seperti kesejahteraan yang layak, perlindungan 
hukum, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. 

Prinsip keadilan yang terkandung dalam peraturan ini mencakup hak dan kewajiban 
yang seimbang antara guru, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam sistem 
pendidikan, undang-undang harus memprioritaskan kesejahteraan guru. Guru harus 
menerima upah yang layak, jaminan sosial, perlindungan hukum, dan kesempatan untuk 
terus belajar (Budoyo, Sapto: 2022). Menurut prinsip keadilan ini, hak-hak guru harus 
diberikan secara setara tanpa membedakan status pekerjaan mereka, tempat mereka 
bekerja, atau jenjang pendidikan yang mereka ajarkan. Diharapkan bahwa penerapan 
prinsip-prinsip ini akan memungkinkan kondisi kerja yang ideal di mana guru dapat 
melakukan pekerjaan mereka dengan cara terbaik untuk mengembangkan potensi peserta 
didik mereka. 

Namun, dalam kenyataannya, ada perbedaan yang cukup besar antara apa yang 
diharapkan dari peraturan (das Sollen) dan apa yang terjadi di lapangan. Ketimpangan 
kesejahteraan antara guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru non-PNS atau 
honorer merupakan masalah utama yang sering dibahas. Guru non-PNS seringkali kesulitan 
mendapatkan gaji yang layak dan tunjangan kesejahteraan, terutama mereka yang bekerja di 
sekolah swasta atau di daerah terpencil. Guru non-PNS menerima kompensasi yang jauh di 
bawah standar dan seringkali tidak sebanding dengan tanggung jawab dan beban kerja yang 
mereka lakukan. Selain itu, masih terbatas akses ke program pengembangan profesional dan 
pelatihan, yang mengakibatkan keterbatasan dalam meningkatkan kompetensi merek. 

Perlindungan hukum bagi guru juga menjadi perhatian. Meskipun ada undang-
undang, banyak guru kesulitan mendapatkan perlindungan hukum ketika berhadapan 
dengan kasus yang berkaitan dengan profesi mereka, baik di dalam maupun di luar sekolah. 
Akibat kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi terhadap tindakan yang mereka 
lakukan selama proses pembelajaran, ada kemungkinan guru bahkan dikriminalisasi. Situasi 
ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pendidik masih jauh dari sempurna, dan 
masih ada banyak tantangan yang harus diatasi untuk menjamin hak-hak dasar mereka 
(Sidik, M: 2022). 

Perbedaan dalam pelaksanaan prinsip keadilan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor. 
Ini termasuk perbedaan interpretasi kebijakan di tingkat pemerintah daerah, keterbatasan 
anggaran, dan keterbatasan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi 
guru. Di beberapa daerah, dengan anggaran yang terbatas, ada kesulitan untuk 
mengalokasikan dana yang memadai untuk kesejahteraan dan pengembangan profesional 
guru, terutama bagi guru non-PNS. Di sisi lain, pemerintah pusat juga menghalangi 
pelaksanaan kebijakan. 

Kondisi seperti ini menyebabkan ketidaksesuaian antara realitas dan idealisme 
hukum yang diharapkan. Pada akhirnya, ini menghambat semua guru untuk mencapai 
prinsip keadilan (Wirman Jhoni Laflie, 2020). Dengan fenomena ini, diperlukan peninjauan 
kembali seberapa efektif penerapan prinsip keadilan dalam kerangka hukum bagi profesi 
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guru di Indonesia. Untuk memahami dasar masalah yang menyebabkan kesenjangan ini dan 
untuk menemukan komponen yang memengaruhi pelaksanaan hukum di lapangan, 
diperlukan analisis menyeluruh. 

Prinsip keadilan bagi guru sangat penting dalam konteks pendidikan nasional, di 
mana guru berperan sebagai penggerak utama. Pendidikan secara keseluruhan akan terjejas 
jika hak-hak dasar guru tidak dipenuhi dengan baik. Guru yang tidak merasa nyaman dan 
aman saat mengerjakan tugasnya cenderung kurang termotivasi, yang pada akhirnya dapat 
memengaruhi kualitas pembelajaran mereka. Oleh karena itu, sangat penting untuk 
memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan ini diterapkan secara efektif, sehingga guru 
dapat bekerja dalam lingkungan kerja yang layak, adil, dan terlindungi. 
 
METODE PENIELITIAN 

Metode penelitian ini adalah untuk menyelidiki penerapan prinsip keadilan terhadap 
guru di Indonesia melalui pendekatan kualitatif deskriptif yuridis-normatif (Mochammad 
Agus Rachmatulloh, dkk: 2022). Peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara 
dengan guru, pejabat pemerintah, dan praktisi hukum, sedangkan data sekunder berasal dari 
dokumen hukum seperti Undang-Undang Guru dan Dosen dan kebijakan terkait. Mereka 
kemudian menganalisis data melalui analisis konten untuk menentukan seberapa baik 
prinsip keadilan diterapkan dalam peraturan dan praktik di lapangan (Djulaeka, Devi Rahayu 
: 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana ada perbedaan antara 
situasi gurrur dan kerbijakan hurkurm yang diharapkan. Ini jurga mernawarkan saran urnturk 
perrbaikan kerbijakan yang lerbih adil dan merlindurngi hak-hak gurrur. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
Prinsip Keadilan dalam Hukum Pendidikan dan Perlindungan Profesi Guru di 
Indonesia 

Perndidikan merrurpakan pilar urtama dalam permbangurnan nergara. Serbagai komponern 
urtama perndidikan, gurrur mermainkan perran pernting dalam mermbangurn karakterr, 
kerterrampilan, dan kermampuran siswa urnturk mernghadapi tantangan masa derpan. Prinsip 
keradilan mermiliki perran pernting dalam mernjamin kerserjahterraan dan perrlindurngan hurkurm 
bagi profersi gurrur serbagai perlaksana urtama dalam prosers perndidikan di Indonersia. Prinsip ini 
merncakurp berrbagai urndang-urndang, terrmasurk Urndang-Urndang Nomor 14 Tahurn 2005 
terntang Gurrur dan Dosern dan Urndang-Urndang Nomor 20 Tahurn 2003 terntang Sisterm 
Perndidikan Nasional, yang mernerkankan bahwa serbagai bagian dari sisterm perndidikan yang 
adil dan adil, gurrur mermiliki hak atas kerserjahterraan dan perrlindurngan hurkurm yang layak 
(Sapurtri, S. M., & Adi, N : 2023). 
Prinsip Keadilan dalam Sistem Pendidikan dan Implikasinya Terhadap Guru 

Urndang-Urndang Nomor 14 Tahurn 2005 terntang Gurrur dan Dosern mernertapkan prinsip 
keradilan distriburtif dalam sisterm perndidikan Indonersia, yang mermerrlurkan permerrataan hak 
dan surmberr daya bagi sermura komponern perndidikan, terrmasurk gurrur. Sersurai derngan urndang-
urndang, sertiap gurrur berrhak atas turnjangan profersi, kersermpatan urnturk berrkermbang dalam 
karierr, dan perrlindurngan hurkurm serlama mernjalankan turgas profersional. Serlain itur, Urndang-
Urndang Nomor 20 Tahurn 2003 terntang Sisterm Perndidikan Nasional merngamanatkan bahwa 
perndidikan adalah hak dasar sertiap warga nergara, dan bahwa nergara berrtanggurng jawab 
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urnturk mernyerdiakan fasilitas dan perrlindurngan yang mermadai bagi serlurrurh erlermern prosers 
perndidikan, terrmasurk para gurrur, dan bahwa kerternturan ini mermberrikan landasan hurkurm bagi 
permerrintah urnturk mermastikan hak-hak terrserburt dipernurhi dermi kerserjahterraan dan kuralitas 
profersi gurrur. Namurn, ada perrberdaan antara keradaan nyata gurrur dan perraturran urndang-
urndang. Misalnya, banyak perndidik yang berkerrja di serkolah swasta ataur di daerrah terrperncil 
mernghadapi tantangan yang signifikan dalam mermperrolerh hak-hak dasar merrerka. Ini 
mernurnjurkkan bahwa prinsip keradilan dalam perndidikan berlurm serpernurhnya diterrapkan di 
serlurrurh wilayah Indonersia, karerna masih ada perrberdaan yang merncolok antara kernyataan di 
lapangan dan harapan yang ditertapkan dalam hurkurm (Iskandar, A :2023). 
Kesejahteraan Guru dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan 

Salah satur erlermern pernting dalam pernerrapan prinsip keradilan adalah kerserjahterraan 
gurrur. Urndang-Urndang Nomor 14 Tahurn 2005 mernermpatkan kerserjahterraan gurrur serbagai 
prioritas urtama dan mernertapkan bahwa gurrur yang terlah mermernurhi syarat berrhak atas 
turnjangan profersi serbagai perngakuran atas profersionalitas merrerka dan serbagai urpaya urnturk 
merningkatkan kerserjahterraan merrerka. Urndang-urndang jurga merngaturr berrbagai hak 
kerserjahterraan lainnya, serperrti jaminan sosial dan dana pernsion (Burntat, Y., & Masrom, Z. 
2003). 

Namurn, fakta di lapangan mernurnjurkkan bahwa banyak gurrur, khursursnya yang berkerrja 
di daerrah terrperncil ataur di serkolah swasta, berlurm mermernurhi kuralifikasi urnturk merndapatkan 
turnjangan profersi yang diaturr dalam urndang-urndang. Data yang dikurmpurlkan olerh 
Kermernterrian Perndidikan dan Kerburdayaan (Kermerndikburd) pada tahurn 2023 mernurnjurkkan 
bahwa hampir 45% gurrur yang berkerrja di daerrah terrperncil berlurm mernerrima turnjangan profersi 
(Kermerndikburd:2023). Kondisi ini mernurnjurkkan kertidaksersuraian yang signifikan dalam 
perlaksanaan kerbijakan kerserjahterraan gurrur. Kertidaksersuraian ini diserbabkan olerh serjurmlah 
masalah, terrmasurk kerterrbatasan anggaran di tingkat daerrah, kertidaksersuraian dalam 
permbagian turnjangan, dan hambatan administratif dalam pernyerdiaan turnjangan profersi. 

Perrberdaan anggaran di masing-masing daerrah jurga mernyerbabkan kertidakmerrataan 
dalam mernerrapkan kerbijakan kerserjahterraan gurrur. Merngalokasikan turnjangan profersi adalah 
tantangan bagi daerrah derngan anggaran terrbatas. Ini terrurtama berrlakur urnturk gurrur non-PNS 
yang berkerrja di serkolah swasta ataur di daerrah terrperncil (Andriani, Ayur, 2018). Hal ini 
mernurnjurkkan bahwa gurrur masih berlurm mernerrima turnjangan profersi serbagai bernturk 
perngakuran dan kerserjahterraan. Perrberdaan ini mernurnjurkkan bahwa kerbijakan kerserjahterraan 
gurrur berlurm merncapai prinsip keradilan distriburtif, yang merrurpakan dasar sisterm perndidikan 
nasional. 
Perlindungan Hukum bagi Guru: Aspek Krusial dalam Prinsip Keadilan 

Salah satur hak pernting bagi profersi gurrur adalah perrlindurngan hurkurm. Ini diturnjurkkan 
dalam Pasal 40 hingga 42 Urndang-Urndang Nomor 14 Tahurn 2005, yang mernyatakan bahwa 
gurrur berrhak merndapatkan perrlindurngan hurkurm serlama mernjalankan turgas profersinya. 
Perrlindurngan hurkurm ini merncakurp hak urnturk mernjalankan turgas sercara profersional tanpa 
adanya interrvernsi yang merrurgikan, serrta hak urnturk mermperrolerh permberlaan hurkurm apabila 
merrerka terrlibat dalam masalah hurkurm (Hasan, M. Ali dan Murkti Ali : 2003). 

Namurn, fakta di lapangan mernurnjurkkan bahwa banyak perndidik masih merrasa tidak 
terrlindurngi dalam mernghadapi berrbagai masalah hurkurm yang murncurl saat merrerka berkerrja. 
Surrveri yang dilakurkan olerh Asosiasi Gurrur Indonersia pada tahurn 2023 mernermurkan bahwa 
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lerbih dari 60 perrsern gurrur perrcaya bahwa merrerka tidak merndapatkan perrlindurngan hurkurm 
yang mermadai kertika merrerka mernghadapi konflik derngan orang lain, serperrti orang tura siswa 
ataur pihak serkolah. Faktor-faktor ini serringkali diserbabkan olerh gurrur yang tidak tahur terntang 
hak-hak hurkurm merrerka dan tidak mermiliki aksers ker banturan hurkurm (AGI: 2023). 

Serlain itur, tingkat literrasi hurkurm di kalangan gurrur jurga masih rerndah, yang 
mernghambat permahaman merrerka terntang proserdurr hurkurm yang dapat diambil kertika 
merrerka mernghadapi perrmasalahan hurkurm dalam profersi. Misalnya, dalam kasurs kerkerrasan 
fisik ataur verrbal olerh orang tura siswa terrhadap gurrur, tidak serdikit gurrur yang tidak tahur 
proserdurr hurkurm yang dapat merrerka termpurh urnturk merlindurngi hak-hak merrerka. 
Kertidakmampuran urnturk merngaksers perrlindurngan hurkurm ini merngindikasikan bahwa 
merskipurn urndang-urndang terlah mermberrikan perrlindurngan hurkurm bagi profersi gurrur, 
implermerntasinya masih berlurm optimal (M.Irwan Ratur Bangsawan: 2023). 
Ketimpangan antara Das Sollen dan Das Sein dalam Konteks Hukum Pendidikan 

Terori keradilan distriburtif, yang serring digurnakan saat merlihat sisterm hurkurm 
Indonersia, dapat digurnakan urnturk mernganalisis perrberdaan antara das sollern (harapan 
hurkurm) dan das serin (kernyataan). Prinsip keradilan distriburtif mernurnturt hak dan surmberr 
daya yang sama, terrmasurk kerserjahterraan dan perrlindurngan hurkurm bagi gurrur. Dalam hurkurm 
perndidikan, prinsip keradilan distriburtif mernerkankan bahwa sertiap gurrur berrhak atas hak-hak 
dasar yang terlah diaturr dalam urndang-urndang, tanpa mermandang staturs merrerka serbagai 
karyawan ataur termpat merrerka berkerrja. (Al Arif, M. Yasin : 2020). 
Namurn, hak-hak ini tidak diberrikan sercara merrata, terrurtama bagi gurrur yang berkerrja di daerrah 
terrperncil ataur yang tidak berrstaturs PNS. Dalam konterks ini, das sollern merncerrminkan 
kerternturan hurkurm yang merngaturr hak-hak profersi gurrur, sermerntara das serin mernggambarkan 
kondisi yang dihadapi banyak gurrur di lapangan. Kertidaksersuraian ini mernurnjurkkan bahwa, 
merskipurn hurkurm perndidikan mernertapkan prinsip keradilan, implermerntasinya tidak merrata 
di serlurrurh Indonersia (Nurgroho, Jati: 2021). 
Sosialisasi Hukum dan Pendidikan Hukum bagi Guru sebagai Solusi 

Urnturk merngatasi perrberdaan ini, permahaman hurkurm gurrur harurs ditingkatkan. Hasil 
surrveri yang dilakurkan olerh Kermerndikburd pada tahurn 2023 mernurnjurkkan bahwa serkitar 70% 
gurrur di Indonersia tidak tahur terntang hak-hak hurkurm merrerka saat berkerrja serbagai gurrur. 
Kertika gurrur mernghadapi masalah hurkurm dalam profersi merrerka, kondisi ini mermburat merrerka 
surlit mermberla hak-hak merrerka. Kermampuran gurrur ini urnturk mernghadapi kertidakadilan yang 
serring terrjadi di lapangan diperngarurhi olerh kurrangnya perngertahuran hurkurm merrerka                               
( Kemendikbud : 2023). 

Urnturk itur, perrlur ada lerbih banyak program perlatihan dan sosialisasi hurkurm terntang 
hak-hak hurkurm gurrur, terrmasurk perrlindurngan hurkurm dan kerserjahterraan. Permerrintah harurs 
mermastikan bahwa sermura perndidik mermahami hak-haknya dan proserdurr hurkurm yang terpat 
urnturk merlindurngi hak-hak terrserburt. Program sosialisasi hurkurm dapat merncakurp perngernalan 
terrhadap berrbagai proserdurr hurkurm yang dapat digurnakan olerh perndidik jika merrerka 
mernghadapi masalah hurkurm terrkait profersi merrerka. Diharapkan bahwa urpaya perningkatan 
literrasi hurkurm ini akan merningkatkan keryakinan gurrur urnturk merlakurkan perkerrjaan merrerka 
derngan hak-hak yang terrlindurngi (Rifa'i, S. Er :2023). 
 
Rekomendasi dan Tindakan yang Diperlukan 
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1.  Ervalurasi Kerbijakan Kerserjahterraan: Kerbijakan kerserjahterraan gurrur harurs diervalurasi sercara 
mernyerlurrurh olerh permerrintah pursat dan daerrah, terrurtama yang berrkaitan derngan 
permberrian turnjangan profersi. Ini diperrlurkan urnturk mernermurkan hambatan dalam 
pernyerdiaan turnjangan profersi, terrurtama bagi gurrur non-PNS dan merrerka yang berkerrja di 
daerrah terrperncil.  

2. Perningkatan Anggaran Perndidikan di Daerrah Terrperncil: Turnjangan profersi dan fasilitas 
perngermbangan komperternsi gurrur serringkali mernjadi masalah bagi daerrah derngan 
anggaran terrbatas. Permerrintah pursat harurs berrperran aktif dalam mermastikan bahwa 
anggaran yang mermadai dialokasikan kerpada daerrah terrperncil urnturk mermbantur 
kerserjahterraan gurrur.  

3. Sosialisasi dan Perlatihan Hurkurm bagi Gurrur: Perrlur ada program sosialisasi dan perlatihan 
hurkurm yang lerbih komprerhernsif bagi gurrur agar merrerka mermahami hak-hak hurkurmnya 
dan mermiliki perngertahuran hurkurm yang curkurp urnturk merlindurngi hak-hak terrserburt. 
Program ini dapat dilaksanakan derngan berkerrja sama derngan urniverrsitas ataur lermbaga 
perndidikan hurkurm yang mermiliki fakurltas hurkurm. 

4. Perndampingan Hurkurm urnturk Gurrur: Permerrintah harurs mernyerdiakan fasilitas 
perndampingan hurkurm bagi gurrur yang  

5. Perngawasan dan Ervalurasi Implermerntasi Kerbijakan: Permerrintah pursat harurs merlakurkan 
perngawasan yang lerbih kertat terrhadap perlaksanaan kerbijakan kerserjahterraan dan 
perrlindurngan hurkurm bagi gurrur di serlurrurh Indonersia. Ervalurasi berrkala terrhadap 
kerbijakan ini pernting urnturk mermastikan bahwa hak-hak yang diberrikan urndang-urndang 
diberrikan kerpada sermura gurrur. 

 
KESIMPULAN  

Derngan pernerrapan prinsip keradilan dalam sisterm perndidikan Indonersia, diharapkan 
profersi gurrur akan dilindurngi sercara hurkurm. Merskipurn urndang-urndang terlah mernertapkan 
kerrangka hurkurm yang merngaturr hak-hak terrserburt, kertimpangan antara das sollern dan das 
serin mernurnjurkkan bahwa prinsip keradilan masih mernghadapi banyak tantangan dalam 
mernerrapkannya. Faktor-faktor urtama yang mernyerbabkan kertimpangan ini terrmasurk 
kerterrbatasan anggaran di daerrah, distribursi turnjangan yang tidak adil, dan kurrangnya 
perngertahuran hurkurm gurrur. Urnturk merncapai keradilan yang serbernarnya, perrlur ada urpaya yang 
lerbih terrkonserntrasi dalam merningkatkan literrasi hurkurm gurrur, mernyerdiakan perndampingan 
hurkurm, dan mermastikan hak-hak gurrur sertara di serlurrurh Indonersia. Olerh karerna itur, gurrur 
dapat merlakurkan perkerrjaan merrerka dalam lingkurngan yang aman, adil, dan layak. Pada 
akhirnya, ini akan merngurnturngkan kuralitas perndidikan di Indonersia. 
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